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Abstrak
ndasn pemikian dulam, Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, mengensl Pengousn

La
Pemerintahan Desa adalah keanckaragaman, part

isipasi, otonomi, asl, dem

sasi dan per

masyrakat. Dalam Undang: Undang Nomor 22 Tabun 1969 aumpm e s s b

masyarsat bukum memilil kewenangan
-usul dan adat istiadat set

s Kepeningan masyaat
g & i

epedey wxlaya.h Kota

Beberpa petanyaan yag sanga mendatc trhada polskaanan conoms daersh sl aps yarg

menjadi dasar pemikiran pelaksanaan otonomi daerah dan bagaimana pelaksana

i otonomi daerah yang

baik berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, merujuk dari permasataba tescot, ks

makalah

 Pembeian kewenaagan yang oas kepads daera telth depalati mencakup sciuh kewenangan
erintah kecuali di bidang Hankam, politk luar negeri, peradilan, moneter, fiskal dan hal-hal yang

bcmhl stategis.
mi dacrah memuat

iacrah yang luas dan

d&
n.!du o k‘bupllen dan dacﬂh kot scdangkan dacra prapini melaksanakan axonomi yang terbaas

nangan penyelenggaraan pemeriniahan yang bersifat dekonsent

i,

i Iegvs e pmmp ‘otonomi daerah ini disctujui bahwa di bawah dalam daerah Kota

daeh kon sk ada o pernglat dekonsenas

desentralis:

i daerah kabupaten dan daerah ke

Kata Kunci: Otonomi, Sentralisasi, Desentralis

PENDAHULUAN
Berepaan pada tnggal 7 Mei 1999 tclah
g Ui Undang Nomor 22 Tahan 1959
coiang Pemerintahan Dacrah. Undang-Undang terscbut
merupakan penggant Undang-Undang Nomor $ Tahun
1974 tentang Pokok Pemerinishan di D
ndang-Undng Nomor 5 Tahun 1979 tentang
crintahan Desa.
Landssan pemikiran dalam Undang-Undang Nomor

enckaragaman,

pemberdayaan masyarakat

Lndms Nomor 22 Tabun 1959 d\(clnpk«n
Desa sebagai kesatuan masyarakat huku
kewenangan untuk mengatur dan mengurus
n masyarakat setempat berdastkan asal-usul
istiadat setempat yang diakui dalam sistem

Keberadaan Secamatan menjadi. peranghn

i, Dekonsentrasi.

Mengenai pemberdayaan masyarakat dengan adanya
perubahan strukur masyarakat berdasarkan Undang-
Undang, maka dengan dipertegasnya Desa memili
kewenangan untuk mengane dan mengurus kepentingan
asyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri
e m.a‘y- ‘masyarakat setempat, berart
jang untuk twmbuh dan hememhﬂngnyl
lcn\bagn Iembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan dan
Kondisi sosial budaya sctempat.

Dengan demikian kmh’nga-lembugx Kemasyarakatan
yang sudah terkontaminasi dengan budaya penyeragaman
i Mg o Somia” Trbes bogs
Kemasyarakatan dimaksud menurut Undang-Undang,
merupakan dari Pemerintahan Desa dalam  rangka
pemberdayaan  masyarakat, Dalam  Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 ditegaskan bahwa Pemerintah
Kota maupun pihak ketiga pemukiman, industri dan jasa,
wajib mengikut seriakan Pemerintah Desa dalam
perencanaan dan pelaksanaannya.
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Hal tersebut dalam Undang-Undang sebelum tidak
pemah diatur, namun dalam prakicknya apbila timbul
permasalahan dengan masyarakat, Kepala Desa yang
bersangkutan dimintai tanggungiawabnya.

Pendapatan Dacrah dari sumber terscbut harus
diberikan kepada yang bersangkutan dengan pembagian
Secara proporsional dan adil. Ketentuan ini dimaksudkan
untuk menghilangkan beban biaya ckonomi tingsi dan
dampak lainnye.

Scbelum menguraikan implementasi ckonomi yang
ideal dalam artian diatas ini, maka dijelaskan dulu arti

yang.
penyclenggaraan pemerintahandidacrah dimana itk
berat ckonomi diletakkan pada Dacrah Tingkat I

‘Ada beberapa pertanyaan yang sangat mendasar
terhadap pelaksanaan otonomi dacrah. Apa yang menjadi
dasar pemikiran pelaksanaan otonomi  dacrah du
bagaimana pelaksanaan otonomi dacrah _yang baik
berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999,
‘merujuk dari permasalahan terscbut, maka makalah
diposisikan untuk memberikan pemshaman  terhadap
pelaksanaan otonomi dacrah.

PEMBAHASAN

Jadi kalau berbicara mengenai implementasi ekonomi
yang ideal dalam penyclenggaraan otonomi dacrah tidak
bisa dilepaskan dari kondisi pemerintahanketatanegaraan
yang ada di pusat. Karena it implementasi otonomi yang
ideal itu merupakan kebijaksanaan yang ditetapkan olch
pemerintah dan para pakar melalui pencliton ilmish
(vang objekif dan sistematik) memberikan masukan-
masukan mengenai implementasi otonomi dacrah.

‘Agar dapat lebih jelas mengemukakan implementasi
otonomi dacrah, maka harus dikemokakan lebih dulu
otonomi  daerah  yan dianat oleh
pemerintalvketatancgaraan Indonesia sampai _dengan
berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Thaun 1999
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang
Kuat untuk menyelenggarakan otonomi dacrah dengan
memberikan kewenangan yang lvas, nyata, dan
bertanggung jawab kepada dacrah, scbagaimana tertuang
dalam ketetapan MPR Nomor XV/MPR/I998  tentang
Penyelenggaraan Daerah;
pembagian dan pemanfatan sumber daya nasional yang
berkeadilan serta. pertimbangan keuangan pusat dan
daerah dalam kerangka negara kesatuan  Republik
Indonesia.

Disamping itu penyelenggaraan Otonomi Dacrah juga
dilaksanakan dengan  prinsip-prinsip demokrasi, peran
Serta masyarakat, pemerataan dan keadilan  serta

Otonomi pengaturan

Eko Wahyono

memperhatikan potensi dan_ Keanckaragaman Dach.
Hal-hal yang mendasar dalam Undang-Undang ini adslah
‘memberdayakan  masyarakat,

peran serta masyarakat, mengembangkan peran_dan
fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Olch karena
itu, Undang-Undang ini menempatkan otonomi Dacrah
Secara uh pada dacrah kabupaten dan dacrah kota.
Daerah Kewenangan  dan
Keleluasaan melaksanakan
Kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.
Propinsi Dacrah Tingkat 1 menurut Undang-Undang

dijadikan Daerah Propinsi dengan kedudukan sebagai
daerah otonomi dan sckaligus wilayah administrasi yang.
me n kewenangan pemeriniah pusat  yang
didelegasikan kepada Gubernur. Dacrah propinsi bukan
merupakan atasan dari daerah kabupaten dan dacrah kota.
Dengan demikian, Dacrah otonomi Propinsi , dactah
Kabupaten dan dacrah kota tidak mempunyai hubungan
hierarki.

Pemberian  kedudukan _provinsi  scbagai dacrah

otonomi dan_ sekaligus scbagai wilayah administasi
dilakukan dengan pertimbangan
a. Untuk memelihara hubungen yang et
dan Dacrah dalam kerangka negara kesatuan republik
Indonesia.
Untuk  menyelenggarakan otonomi dacrah yang
bersifat lintas dacrah kabupaten dan dacrah Kota serta
melaksanakan kewenangan otonomi _dacrah yang
belum dapat dilaksanakan olch dacrah kabupaten dan
dacrah ko,

ntara Pusat

Unuk  melaksanakan  tugas-tugas  pemerintahan
fimpabkan dalam rangka pelaksanaan

n  pengalaman

ng menganut prinsip otonomi nyata i
bertanggung jawab dengan penckanan pada otonomi
yang lebih merupakan kewajiban daripada hak, maka
‘dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 pemberian
Kewenangan otonomi kepada dacrah Kota dan Dacrah
Kota didasarkan kepada azas desentralisasi dalam vujud
yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan
dacrah untuk menyclenggarakan _pemerintahan yang
mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan,
Kecuali kewenangan dibidang  politik _ luar  negeri
pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fisical,
agam serta kewenangan bidang lainnya yang akan
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Disamping itu kelcluasaan otonomi daerah mencakup
pula kewenangan utuh dan bulat dalam penyelenggaraan
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mulai dari perencanaan, pclmanm, pengawasan,
pengendalian dan evaluasi. Yang dimaksud dengan
otonomi  nyata  adalah e

munynlcngym-!n kewenangan pemerintahan dibidang
tert secara nyata ada dan diperlukan serta
lumbuh e o nha e e
dimaksud dengan olonomi yang bertanggung jawab.
adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban scbagai
Konsckuensina pemeberian hak dan kewenangan kepada
dacrah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus
dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemhmnn
otonomi, berupa  peningkatan  pelayanan  dan
Kescjahteraan demokrasi, keadilan dan pcm:nllm. serta
pemliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan

antar dacrah dalam rangka menjaga keutuhan
negara kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi untuk daerahprovinsi mbenm ecara
terbatas dan meliputi kewenangan lintas Kabupa
Kota, kewenangann yang tidak atau belum dxl-ksmakan
oleh dacrah Kabupaten dan Kota, serta
Kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya.

Atas alasan itu, prinsip-prinsip pemberian otonomi
dacrah yang dijadikan pedoman dalam Undang-Undang
NG 1 aiiong ] adalah sebagai berikut
a. Penyelenggaraa Daerah  dilaksanakan
dengan m:mpexhll\kml sk demoloas, Keadle,
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g Pelaksanaan asas dekonsentrasi  diletakkan pada
i o dlm kb g i
adminisrasi uno cwenangan
et s yng ¢ dlimpuitan topds
eubernur wakilpeme

P s o

8 dar pemerintah kepada dacrah, tetap juga dri
yang diserai

pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada
yang menugaskannya.

Ciri-cir otonomi yang ideal alah:
Pelaksanaan pemberian otonomi kepada dacrah harus
menunjang  ospirasi  perjuangan  rakyat  yakni
memperkokoh negara kesatuan Republik Indoncsia
berdasarkan Pacasila dan Undang-Undang D
1945 dan mempertinggi tingkat kescjahteraan ot
Tndonesia

S i |=mn ditonjolkan akan_lebih
banyak diaralikan ke Daerah Tingakt II, schingga
pelaksmnn asas dekwsenm lebih ditekankan pada
wilayah propinsi dan untuk wilayah Kabupaten/Kota
pelaksanan asas dekonsentrasi perlu dibatasi,

3. Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan

Pelaksanaan otonomi dacrah didasarkan pada otonomi
los myts danbranggng jawab.

Pelaksanaan otonomi dacrah yang luas dan utwh
diletakkan pada dacrah kabupaten dan dacrah kota,
Sedang otoomi dacrah propinsi merupakan otonomi
yang terbat
Feia ool dacrah barus scsuai dengan
‘hubungan

rah s et
meningkatkan Kemandirian daerah otonom, dan
Karenanya dalam dacrah kabupaten dan dacrah kota
tidak ada lagi wilayah administarsi

pula di kawasan-kawasan Khusus atau
pl.hx.k i seper badan otonom, kawasan pelabuhan,

4. Tujuan pemberian otonomi kepada dacrah adalah
untuk mzmngkﬁknn daya guna dan hasil guna
yelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama

dan pelayanan
untuk  meningkatkan

e s ety
serta

terhadap maxynﬂ.km
pembinaan kestabilan o kst angs

5. Rumusan-rumusan mhnan otonomi kepada dacrah
hendaknya disesuikan dengan teo
berlaku bagi desentralisasi i

schingga tidak  mengikut m.m lagi kata
“kewajiban” pada.hak nangnya, karena
ctomort o da bk vk Koweon,

& Koo mengenai susunan pemerintahan didacrah
harus benar-benar mencerminkan keinginan dan jiwa
Pasal 18 UUD 1945 dan penjelasannya. Pasa 18 UUD
1945 tentang pemerintahan Dacrab, yakni : “bentuk
Susunan pemerintah didaersh ditetapkan  dengan
Undang-Undang dengan memandang dan mengingati

Kaw: . kawasan industr, Kawasan
p««ebu..m,, e/ o sl s
kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawssan
riwisata,
otonor

f Pelaksanaan  oonomi  dacrah  harus Iebih
meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif
dacrah, baik  schagai fungsi legislatif, fungsi
pengawasn maupun  fungsi anggaran  atas

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kemudian dalam penjclasan disebutkans “Di dacrah-
dacrah yang bersifat otonom akan diadakan badan
pervakilan dacrah oleh karena i dacrahpun
pemerintah akan bersendi atas dasar permusyawaratan
nakyar”.
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7. Dalam setiap penyerahan urusan kepada dacrah harus
juga diserisi dengan penyerahan dana
‘membiayei urusan yang discrahkn.

untuk

Setelah mengkaji scluruh etentuan posistif yang
mengatur penyelenggaraan pemerintahan di - dacroh,
pandangan-pandangan mengenai hal tersebut, dan kondisi
yang ada sekarang, maka implementasi yang ideal ialah
“Implementasi otonom menurut pasal 18 UUD 1945”.
ebutan otonomi menurut Undang-Undang _dasar

Eko Wahyono

penyelenggaraan pemerintahan dacroh adalah
digunakannya asas desentralsasi, desentrasi dan tugas.
pembentukan penyelenggaraan asas dentralsasi secara
utwh dan bulat yang dilaksanakan didacrah Kota dan

daerah kota serta asas tugas pembentukan yang dzpat
dilaksanakan didaerah propinsi. Dacrah kabupaten,
daerah Kota dan desa. Untuk menyelenggarakan otonomi
yang luss, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan
kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan
Sendiri, yang didukung oleh pertimbangan kevangan

1945 tidak perlu lagi diikuti kata otonomi sebanyak-
banyaks i ata

antara pemerintah pusat dan daerah serta antara propinsi
yar

otonomi yang riil dan bertanggung jawab. Dalam
pmychul:m cukup dengan “otonomi daerah” saja, atau
rumusan lengkapnya “Dacrah-daerah it bersifat otonom
sirekon locale Rechsgemeen Schappan)

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-
Undang Dasra 1945 adalah hak dan wewenang Dacrah
untuk mengrus rumah Ianggnnya sendiri yang diberikan
oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian
implementasi otonomi ‘vang idea adlah otonomi dacah
tanpa diikuti oleh kata apapun pada perkataan otonomi
Selain daerah. Adanya kata daerah yang mengikuti
otonomi, menunjukkan bahwa desentralisasi yang dianut
adalah desentralisasi ketatanegaraan atau teritorial

Isi dan jiwa yang terkandung dalam pasal 18 Undang-
Unding doar 1945 bicra pnilasamns mcnjadx
pedoman dalam penyus x 22

g merupakan prasyarat dalam
sistem pemerintahan dacrah.

Dalam rangka menyelenggarakan otonomi dacrah
kewenangan keuangan yang melckat p!d.! setiap
kewenangan pemerintahan menjadi ke

dalam upaya
otonom, sedangkan pengawasan lebih ditckenkan pada
pengawasan represif untuk lebih memberikan kebebesan
kepada dacrah otonom dalam mengambil keputusan serta
memberikan peran kepada Dewan perwakilan Rakyat
Dacrsh dalam mewujudkan fungsinya scbagai badan
pengavas terhadap pelaksanaan otonomi dacrah karena
i, peraturan dacrah yang ditetapkan dacrah otonom
tidak memerlukan pengesahan terlebih dahulu oleh
pejabat yang berwenang.

Tahun 1999 dengan pwkek pokok. pxk\mm it
berikut:

a. Sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan
prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas
dekonsentralisasi dalam kerangka negara kesatian
Republik Indonesia.

Dacrah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi
adalah Dacrah Propinsi, sedangkan dacrah
desentralisasi

dibentuk dengan asas desentra
menentukan dan  melaksanakan _kebijakan
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
Pembagian dash i dsrshpropis g 1 habis

yah

o kota dapat diadiban. dacah olonom atau
dihapu

Ko yang menurut Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1974 scbagai wilayah administrasi dalam
rangka dekonsentrasi. Menurut  Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 kedudukannya diubah menjadi
prangkat deerah kabupaten dan dacrah Kota.

y pemerintah dacrah

dalam mendukung implementasi otonomi yang. ideal

adalah:

1. Tetap terjaminnya Pancasila sebagai dasar negara dan
berlakunya UUD 1945

2. Terjaminnya keuthan negara kesawan Republik
Indonesia.
3. Terjaminnya  penyelenggaraan  dan  perwujudan

Kescjahteraan rakyat.

Berkembangnya asas desentralisasi dan_semakin
menganalisa asas dekonsentrasi terutama di dacrah
Kota di daerah kotamadya.

Terjaminnya aspek pendemokrasian di dacrah.

Berkembangnya asas desentralisasi dan mengecilnya
asas dekonsentrasi didasarkan pada teori sumbu dimana
penyebaran-penyebaran kekuatan dan wewenang pusit
pada daerah didasarkan pada implementasi sentrifugal
Dalam implementasi sentrifugal ini kekuasaan tetap ada
pada pemerintoh pusat, bagaikan sumbu yang terus
berputar  dipusatnya,  sebagian dari it
discbabkan  atu diserahkan  kedaerah-dacrah
kekuasaan yang diserabkan ita menjadi urusan rumah
tangga dacrah bersangkutan, tetapi tetap dalam kerangka
negara kesatuan
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dimana

sumbu utama tetap berputar
rintah pusat dapat memperbesar atau mengurangi
srusan yang diserabkan kepada daerah bila temyata
Gacrah bersangh

tan mampu menye!enggaukan urusan
e Lebih luas yang dipercayakan padan;
Scbaliknya urusan  yang i dapat
iarngisas dihapus bila termyata daerah bersangkutan
mpu ml\yelengglmkan urusan tersebut atau
J)sahhg\nulun oleh ber wn sng
‘membahayakan kcnmhm negara Pusat
kekuatan tetap ada pada pemerintah pui:n i e
penyelenggaraan pemerintahan daerah, pusat mengawasi
dareah-daerah melalui kesepakatan yang diatur melalui
peraturan perundang-undangan.
Adany cender merintahan  yang.
sentralistk, dnz{em\m dengan  memperkuat  posisi
m penyelenggaraan pemerintahan dan
Mclul penguatan  desentrlisasi,
‘pemerintah dacrah diharapkan dapat:
1
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Bahwa demokratisasi bagaimanapun harus dapat
wmbuh dan  berkembang dalam _ penyclenggarsan
pemerintahan dan pembangunan melalui peningkatan
daya prakarsa, kreativitas dan peran aktif masyarakat
sesuai dengan kebutohan dan kondisi sosial budaya
dacrah. Untuk it perwakilan rakyat daerah sebagai
|ul\hlgl \cg.m\.r harus auempmkm pada posisi yang
mer kebwhan siil
n\usyxnkxl dcngm s da kebutahannya,
baik melalui kcglllln—kegiamn pemerimuhun ‘maupun
dalam pembar
ubungan d:ng:m it Kepala Dacrah sebagai unsur
cksckutif yang dipilih dan diangkat oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah mhlgal cermin reprensntatif
‘masyarakat dalam menyelenggaraken otonomi daerahnya
harus bertanggung. jawab kepadz Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah. Dengan demikian apabila kepala damh
melakukan  penyimpangan amanat  rak;
Perwakilan Rakyat Dacrah dapat
Presid

yat,
meng\lmlkﬂv\

optimal tanpa intervensi pemerintah pusat.
. Memiliki kemampuan unl an terobosan-
terobosan perubahan yang inovatif kearah kemajoan
dalam menyikapi potensi wilayahnya.

Mempemleh legitimasi yang kuat dari masyarakat,
baik pada posisi Kepala Daerah sebagai unsur
skt maupun Dewan Pervaklan Rakyo Dacrh
scbagai unsur legislatif.

Memiliki kcn\ampuan sumber-sumber penghasilan
atau keuangan yang memadai untuk membiayai
ot g e i g b
layanan yang secara ril  menjadi
Kebutuhann,

Memiliki wk  menjalankan
pemerintzhan dan pembnnguml\ yang didukung oleh
ketersediaan sumber daya manusia yang memadai
baik sumber daya manusia maupun masyarakat

musyumk:l

Dalam rangka pemberian kewenangan yang luas

e e disepakati mencakup _seluruh

angan pemerintah kecuali di bidang Hankam,

pnlmk uar negeri, peradilan, moneter, fiskal serta hal-hal

yang bersifut strategis.
Disamping.

pula telah discpakati bahwa
kewenmgm  ditidung spama s evenargin
pemerintah pusat yang tidak dapat diserahkan Kepa

dacrah otonom. Namun demikian, kepada daerah m.!sm
diperbolehkan melaksanakan sebagian dari kewenangan
dibidang agama tersebut. Hal ini membuktikan bahwa

dalam  pembahasan  Rancangan U dang
Pcmcrml:l\ Dacrah ini aspirasi yang berkembang luas

am  mosyarakat  diperhatikan  dengan  sunguh-
wng&uh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

4) Dalam Undang-Undang otonomi dacrah memuat pula
pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh
diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota,
sedangkan daerah propinsi melaksanakan otonomi
ang terbatas dan masih diberikan kewenangan
pencenggrian pemerintahan  yang  bersifat

b Kunxclmcml logis dari prinsip otonomi daerah ini
telah pula disetujui bahwa di bawah dalam dacrah
e R S i R lagi perangkat
dekonsentrasi.  Kebera matan  menjadi

angkat dexgmnhxul it daea Kimpit: s
i

saran

a) Posisi provinsi desentralisasi dan dintegrasikan dalam
pelaksanaanya yang berarti fungsi Kantor wilayah
departemen dan dinas dacrah diintegrasikan menjadi
perangkat yang  membantu  Gubermur  scbagai
perangkat desentalisas dan dekonsenralisasi dalam
bentuk kelembagaan “Dina

b) Aspek  keuangan prnd
perimbangan keuangan daerah yang menjadi dasar

didukung sumber pembiayaan yang memadai
schingga perlu ada formula baru lebih
proporsional tanpa mengabaikan kepentingan nasional
yang lebih luas.
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